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ABSTRAK 

(A) Nama : Rut Agia Aprilliani (NIM : 205160134) 

(B) Judul Skripsi : Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Badung Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah Yang 

Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi Putusan M.A Nomor 

2174k/pdt/2017) 

(C) Halaman : iii + 72 + Lampiran + 2021 

(D) Kata Kunci : Tanggungjawab BPN, Sertipikat Tanah 

(E) Isi:  

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dalam 

bidang pertanahan maka diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah yang menerbitkan dua sertipikat diatas objek tanah yang 

sama dan telah memiliki sertipikat hak pakai. Dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2174k/pdt/2017 ditemukan adanya 

contoh kasus mengenai sertipikat tanah yang tumpang tindih. 

Sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih 

lanjut, yaitu : 1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab 

terjadinya sertipikat hak milik atas tanah yang tumpang tindih 

(overlapping)? 2. Bagaimana tanggungjawab Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Badung terhadap penerbitan sertipikat hak 

atas tanah yang tumpang tindih (overlapping) ?. Maka untuk 

meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian 

normative. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

adanya factor yang timbul dikarenakan pada saat pengukuran yang 

dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional tidak cermat. 

Sehingga menyebabkan ketidakpastian sertipikat yang sudah 

dilakukan pengukuran tersebut, ketika ada permohonan pengajuan 

sertipikat sejak awal tidak cermat dan tidak diketahui secara pasti. 

Terkait dengan adanya tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional 

selaku pejabat yang berwenang dengan memiliki kewajiban hukum 

untuk menyelesaikan persoalan kasus ini Badan Pertanahan 

Nasional diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertipikat. 

Maka sangat diperlukan setidaknya perlu kehati-hatian dan 

kecermatan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sehingga 

tidak menimbulkan kesalahan dikemudian hari. 
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